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A. Latar Belakang Masalah

Wasiat termasuk salah satu institusi yang sudal dikenal sebelum
Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah impate
disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada nastaRomawi,
umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegtipengalihan
atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap selsadtu dengan
jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan keppitt@k lain yang
tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yamgabiat.

Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisarg amat kecil,
dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian samaliseRalam
masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikanddgporang "asing
yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengamakpiyang
berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatngameskin yang
amat memerlukan bantuan.

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan malkdat
lembaga wasiat yang sudah diterima secara umumnadeslyarakat waktu itu.
Islam dapat menerima institusi yang sudah lamaalaerjitu dengan jalan
memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sghimgsiat tetap menjadi
suatu lembaga yang diperlukan yang dalam pelakeagaaak kaum kerabat
perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnyan&n Allah SWT dalam

surat al-Bagarah ayat 180 — 181 yang berbunyi:

g b ax dX e {180) it e Us Syl iV

'Helmi Karim, Figh Muamalah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, him. 83.
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Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorangdiara kamu kedatangan
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, bsiavaintuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secama'ruf (ini adalah) kewajiban
atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapg iy@&ngubah
wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesunggutiosanya
adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesumgguiilah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Abwailkhmah Zuhair bin
Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi déaihga untuk
Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepadai kiari
Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafari Ibnu
Umar: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidakkeamauan
yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesyatng ingin
diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuwsdiatnya itu
tertulis di sisinya". (HR. Muslim).

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, #ata lain yang
seakar, disebut 25 kdliSejalan dengan itu, para ahli memberikan
rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang besua®ayuti Thalib
merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak sssborang
mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartasesadah dia

meninggal kelak. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat

adalah memberikan milik yang disandarkan kepadadasa setelah

’Depag RIAI-Qur'an dan Terjemahny&Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, him. 44.
%lmam Muslim,Sahth MuslimJuz. I, Mesir: Tijariah Kubra, tth, him. 70.

“Ahmad Rofig,Figh Mawaris Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, him. 183
*Sayuti Thalib,Hukum Kewarisan Islam di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 1995, him.
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mati dengan cara sedekah atau derma. Demikianutari@a penganut

mazhab Maliki menerangkan, wasiat yaitu suatu glefhnjian yang

menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga beang yang
memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung elaet
kematiannya.

Berdasarkan rumusan tersebut, Ibnu Rusyd menyataliamn wasiat
ada empat, yaitu pemberi wasial-(nds), penerima wasiata(-mdsalah,
barang yang diwasiatkaral{mtsa bihj, dan sighat (adalafaz).” Demikian
pula menurut Muhammd Jawad Mughniyah, rukun wastet empat yaitu
redaksi wasiatsjgha), pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang
diwasiatkar.

Dalam konteksnya dengan pelaksana wasiat, dalaspegidif Pasal
1006 KUH Perdata bahwa pelaksana wasiat yang nmeaewasiat harus
sudah dewasa. Jika belum dewasa, maka tidak dipbkan sebagai
pelaksana atau penerima wasiat. Akan tetapi apabd& yang belum dewasa
ingin ditetapkan dalam posisi yang sejajar dengangdewasa maka dalam
KUH Perdata ada suatu lembaga yang disebut "péwdumia Perlunakan atau
pendewasaanh@ndlichting adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk

meniadakan keadaamminderjarigheid (di bawah umur) baik untuk

keseluruhannya maupun dalam hal-hal tertérieskipun seseorang sudah

®Abdurrrahman al-JazirKitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ahJuz IIl, Beirut: Dar
al-Fikr, 1972, him. 224.

"Ibnu Rusyd Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasidluz Il, Beirut: Dar Al-Jil,
1409 H/1989, him. 250.

®Muhammad Jawad Mughniyahl-Figh ‘Ala al-Mazahib al-KhamsahTerj. Masykur,
Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Figih Lima MazhapJdakarta: Lentera, 2001, him. 504.

°E. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, ttuk Orang dan Keluarga,
Bandung: Alumni, 1972, him. 211.



ditaruh di bawah lembaga pendewasaan namun dalambannya dengan

pelaksana atau penerima wasiat ia tidak boleh rdepgaksana wasiat.

Dalam KUH Perdata bahwa meskipun setiap orang tiadeecuali
sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek unmuk
(rechtspersoonlijkhe)d namun tidak semuanya cakap untuk melakukan
perbuatan hukumréchtsbekwaamheid Orang-orang yang menurut undang-
undang dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukamy&tan hukum adalah:
1). Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yangrbatencapai umur

18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkai\did Perdata);

2). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, ya#ng-orang yang
dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gddeppemboros (Pasal
1330 KUH Perdata;

3). Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk rokbak perbuatan-
perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang thkga pailit (Pasal
1330 KUH Perdata)’

Dalam Pasal 1006 KUH Perdata ditentukan bahwa sggrarempuan
bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meslkapietah memperoleh
perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yancpkap membuat suatu
perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksansiata

Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seoistng dan
seorang anak belum dewasa meskipun telah mempgretkimakan namun ia

tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana ataerpaa wasiat.

%Riduan SyahraniSeluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdasndung: Alumni, 1992,
him. 47.



Ditinjau dari hukum Islam, jika anak yang belmmumayyiznelakukan
tindakan hukum sebagai pelaksana wasiat itu diakuteh anak yang belum
mumayyiz para ulama figh sepakat menyatakan bahwa perkatdau
pernyataannya itu dianggap batal, meskipun tindajaiitu menguntungkan
maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai beluakap melakukan tindakan
hukum, Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukaleh anakmumayyiz
maka, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, petibedakan antara
tindakan yang menguntungkan dan merugikan, ataaramhenguntungkan
dan merugikan diriny&:

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendoronglifpenengangkat
tema ini dengan judulTinjauan Hukum Islam terhadap Orang-Orang yang

Tidak Cakap sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH &erd

. Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yangadiefokus
penelitian adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidakap sebagai
pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata agargapa mereka
dilarang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangdmt&ap orang-orang

sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH ta@rda

Ybid., him. 47.



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagaikit:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkaea®sg tidak cakap
sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH tBedda mengapa
mereka dilarang

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang lgaanterhadap orang-

orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006Rdditata

D. Tdaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultasi’&yaditemukan
beberapa skripsi yang judulnya ada hubungan depgaalitian ini. Skripsi
yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Muh. Zen (NIM: 2191078ngan judul:
Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab-Ushm Tentang
Penarikan Wasiat Menurut penyusun skripsi ini bahwa dalam perspekt
Imam Syafi'i, pemberi wasiadltmus) boleh menarik kembalWishayahnya.
Demikian pulawashiboleh menolak atau membatalkannya, dengan catatan,
harus memberi tahu hal itu kepada pemberi wasibalgesebagaimana yang
telah disepakati, sesungguhnya hukwishayahdalam keadaan seperti ini
adalahjaiz. Namun dalam hal si pemberi wasiat tidak dibdnutalehwashi
atas penolakan atau pembatalshayahnya terdapat perbedaan pendapat.

Imamiyah dan Hanafi mengatakamashi bagaimanapun tidak boleh

membatalkarwishayahatasnya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.



Demikian pula ia tidak boleh melakukannya pada paatberi wasiat masih
hidup tanpa memberitahukan kepadanya. Tetapi Imgafi'iSdan Hambali
mengatakanwashi berhak membatalkamvishayah sejak awal dan untuk
selanjutnya, dan tanpa ada batasan maupun syarat.bddeh menolak
sebelum menerimanya atau sesudahnya, ketika pemvasrat masih hidup
atau setelah meninggal, dengan atau tanpa menthdd@anya.

Skripsi yang disusun oleh Taufik Rosadi (NIM: 2161p berjudul:
StudiAnalisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi tentangidlVeVajibah
Washiyat wajibahini harus memenuhi dua syarat. pertama: yang wajib
menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak mmaepusaka walaupun
sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Makikalau seorang
meninggal dengan meninggalkan: ibu, dua anak perampdua anak
perempuan dan anak laki-laki, dua anak laki-lakn daak laki-laki dan
seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidakneddat untuk anak-anak
dari anak laki-laki, karena mereka menerima sependmarta. Andaikata tidak
ada dua anak laki-laki dari anak laki-laki, tentudua anak perempuan dari
anak laki-laki tidak mendapat pusaka dan wajiblatuknyawashiyat wajibah
dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalungasasingnya menerima
seperenam dari harta peninggalan.

Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun kdredum
memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiatlgl yang diwasiatkan
dengan jalan yang lain, seperti hibah umpaman¥a. dia telah memberikan

kurang daripada jumlakvashiyat wajibah maka wajiblah disempurnakan



wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah pusaka yang adanya
washiyat ikhtiariyah,ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepad
persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalans bafgertiga harta dan tak
ada pulawashiyat wajibah baik washiyat ikhtiariyahitu sejumlah yang
tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yséperti seperempat, dan
tidak pula dikadarkan dengan bagian salah seoraargs,wnaka wasiat itu
diambil dari harta peninggalan setelah menyelesdikaang-hutang, jika ada.

Kemudian dibagilah sisa harta peninggalan kepada paris. Jikalau
seorang wanita meninggal dengan meninggalkan: submi anak laki-laki
dan saudara perempuan sekandung yang diwasiatkamnya sepertiga harta,
sedang harta peninggalan ada seratus delapan Ipekidr tanah, maka lebih
dahulu kita ambil atau kita keluarkan jumlah yamgasiatkan itu, yaitu 60
hektar, kita berikan kepada saudara perempuan dekgrdan sisanya, yaitu
120 hektar diberikan kepada para waris menurunkeaa-ketentuan syara'.

Suami menerima 30 hektar, ibu menerima 20 hektaradak laki-laki
menerima 70 hektar. Apabila wasiat itu lebih dapestiga harta, maka wasiat
itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpla persetujuan seseorang,
sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlpkesetujuan para waris.

Skripsi yang disusun oleh Tri Wahyu Hidayati (NIN2199141)
dengan judul:Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Cara Pen@tah
Wasiat Wajibah dan Kaitannya dengan Pasal 185 .KMenurut Sayyid

Sabiq, cara pemecahan masalah-masalah yang menyaragiat wajibahini



sebagai berikut:

1. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah semyalan kedua orang
tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah medeheat dianggap
sebagai masih hidup, dan bagiannya sama sepemiyehliblau ia masih
hidup.

2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari hg&minggalan, dan
selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang alkerhuntuk
memperolehwasiat wajibahtersebut, bilavasiat wajibahtersebut sama
dengan sepertiga dari harta peninggalan atau kedwih dari itu. Andainya
lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepagl@ediga, kemudian
dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan pergalbabagian laki-
laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempua

3. Setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dilbaggi pewaris (setelah
dikurangi wasiat wajibahtersebut) dibagi sesuai ketentuan hukum waris
Islam.

Ketentuan yang hampir serupa dengasiat wajibahditemukan pula
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tethterima baik oleh
para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yangattad di Jakarta pada
tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untukndigan oleh Instansi
Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukary yaana kemudian
Kompilasi Hukum Islam ini telah pula diinstruksikafeh Presiden Republik
Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 untskbdrluaskan, dan

selanjutnya Menteri Agama telah mengeluarkan KegauttiNomor 154 Tahun
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1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden sehbagaidisebutkan di atas
(untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam itu).
Dalam Buku Il Kompilasi Hukum Islam tersebut (mengiehukum
kewarisan), khususnya dalam Bab Il pasal 185 ymargunyi sebagai berikut:
Ayat (I);
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari padapsivaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecunateka yang
tersebut dalam pasal 173.
Ayat (2);

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh mdiedari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dakatmdkakan bahwa
kedudukan seorang ahli waris yang telah meningg#tlih dahulu dari si
pewaris, apabila si ahli waris tersebut mempungakamaka kedudukannya
digantikan oleh anak-anaknya, dan bagian yang imlig¢eranak-anaknya
tersebut adalah sebesar bagian yang mestinyanditeoieh si ahli waris
tersebut andainya ia masih hidup.

Penggantian tempat ini sesuai dengan ketentuanlaydak berlaku
andainya terhadap mereka-mereka terkena ketentmiamdyasal 173, yang
mana dalam pasal 173 ditentukan bahwa : sesecedmgang untuk menjadi
ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yanditelempunyai kekuatan
hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telamin@uh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan balpeaelitian

terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena |pi@neterdahulu belum
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mengungkapkan tinjauan hukum Islam tentang larabgduadap orang-orang

sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH taerda

E. Metode Pendlitian

1. JenisPenditian

2.

3.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakanisj@enelitian
hukum doctrinal dengan analisis kualitatif yangadal hal ini tidak
menggunakan perhitungan angka-angka statistik,inkala dalam bentuk

kata dan kalimat.
Sumber Data

a. Data primer, yaitu KUH Perdata Pasal 1006.

b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendgkdan relevan
dengan judul di atas, di antaranyanah al-Talibin; Sahih al-
Bukhari Sahih Muslim Fath al-Wahab Bidayah al-Mujtahid wa
Nihayah al-Mugqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mal'i

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumsent
Dokumentasi yang dimaksud di antaranya KUH Perd&ahain itu meneiti
pula beberapa kepustakaan yang ada hubungannyard@myl skripsi
ini. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian aruglengan
mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari keuam
pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif amalisyakni

menggambarkan dan menganalisis tinjauan hukum I&atang larangan
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terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat ddéesal 1006 KUH
Perdata.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, npaulis akan
menggunakan beberapa metode deskriftip analisisl gaira penulisan
dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejatiwzedan kondisi
aktual di masa sekarafigDalam hal ini hendak diuraikan tinjauan hukum
Islam tentang larangan terhadap orang-orang selpdaksana wasiat

dalam Pasal 1006 KUH Perdata
F. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan: latar belakangladasperumusan
masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, mepedelitian dan sistematika
Penelitian. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang kecakapan bertindak.
Bab ketiga berisi wasiat dalam KUH perdata yangpuélpengertian wasiat,
syarat wasiat, macam-macam wasiat, larangan oedlragai pelaksana wasiat,
faktor-faktor penyebab seseorang dilarang sebagakgana wasiat, lapangan
kerja pelaksana wasiat, batalnya wasiat.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadamgyorang yang
tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam KUHagerglang meliputi

analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkase@ang tidak cakap

2Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongeedoman Penulisan SkripSemarang:
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, him. 17.
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sebagai pelaksana wasiat dalam KUH perdata, analigium Islam terhadap
orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksanatvidam KUH perdata.
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpusanan dan

penutup.



